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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTAPALEMBANG 

NOMOR 14 TAHUN 2008 

TENTANG 

PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 
r EMBERIAN IZIN USAHAJASA KONSTRUKSI (IUJK) 

DENGAN RAHMA T TU HAN Y Al'W;MAHA ESA 

w ALIKOT A PALEMH\ NG, 

: a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor I 
Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum dan dalam 
rangka mewujudkan mekanisme serta prosedur standar dalam tata laksana 
pelayanan un1um yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan guna 
mendorong efektifitas sistem dan tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta 
masyarakat, perlu dilaksanakan kegiatan terpadu yang bersifat sede.rhana, 
terbuka, lancar, tcpat, lcngkep, tcrjangkau dan tidak diskriminatif; 

b. bahwa sehubw1gan dengan hurup a, maka untuk memberikan pe<ioman yang 
jelas dalam pemberian izin Usaha Jasa Konstruksi ([UJK), sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Pembinaan dan Retribusi l7.in Usaha Jasa Konstruksi, pcrlu merubah dan 
meni1tjau kembali Peraturan Wnlikota Palembang Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Persyaratan, Mekanisme dan Prosedur Tetap Pemherinn b.in UM ha (JIJJK); 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a dan b, 
perlu menctapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Pcrsyaratan, 
Mekanisme dan Proscdur Tetap Pemberian lzin Usaha Ja53 Konstruksi . 

l. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II 
dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, 
Tan1bahan Lembaran Negara R1 Nomor 1821 ); 

2. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembenlukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara ru Tahun 2004 Nomor 53, 'fambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahwi 2004 teutang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara RJ Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara R1 
Nomor 4548); 

4. Peraturan Pemcrintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagjan Urusan 
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 
Daerah Kabupatcn/Kota (Lembaran Negara RI Tabun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737 ); 

5. Peraturllll Daerah Kota Palembang Nomor I Tahun 2000 tentang Pedoman Tata 
Laksana Pelayanllll Umum ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2000 
Nomor2); 
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6. Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 44 Tahun 2002 lenlang Kctentraman 
dan Ketertiban ( Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2002 Nomor 76 ), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 
Tahun 2007 ( Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 2007 Nomor 13 ); 

7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran daerah 
Kota Palembang Tahun 2004 ~omor 31 ); 

8. Peraturan Daeral1 Kota Palembang Nomor S Tahun 2005 lentang Pembentulcan, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan 
Umum ( Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 5); 

9. Peraturau Daeral1 Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan 
Retribusi lzin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 
2008 Nomor 2). 

MEMUTUSKAN : 

: PERATURAN WALIKOTA PALEMBMW TENTANG PERSYARATAN, 
MEKANlS~tE DAN PROSEDUR TETAt :tEMBERlAN IZIN USAHA JASA 
KONSTRUKS1 (IUJK). 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

I. Daeral1 adalah Kola Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Walikota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Palembang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
6. Dinas Pekcrjaan Umum adaJah Dinas Pekerjaan Umum Kata Palembang. 
7. Kepala Diaas Pekerjaan Umum adalah Kepala Pckerjaan Umum Kota 

Palembang. 
8. Badan adalah sualu bentu.k badan usaha yang meliputi perseroan terbatas 

perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah 
dengan nama dan beoluk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, 
koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dai1a pensiun, bentuk usaha 
tetap serta badan usaha lainnya. 

9. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaaa pekerjaan 
konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa 
konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. 

10. Pekerjaan Konstruksi adalab keseluruhan alau sebagaian rangkaian kegiatan 
perencanaan dan atau pelaksanaan peserta pengawasan yang mencakup 
pekerjaan arsikteklual, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata Lingkungan masing­
rnasing beserta kelengkapannya untuk mewujudka11 suatu bangunan atau bentuk 
fisik lain. 

11. Penggunaan Ja,;a adalah orang perorang atau badan sebagai pemberi lugas atau 
pemilik pekerjaan proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. 

12. Penyedia Jasa adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahaaya 
menyediakan layanan jasa konstruksi. 

13. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keselunthan dokumea yang mengatur 
hubungan hu.kwu antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam 
penyelenggaraan pekerjaan koostruksi. 
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GR.ED adalah kualifikasi kegiatan registrasi untttk menetapkan penggolongan 
usaha dibidang jasa konstruksi meourut tingkaVkedalaman kompetensi dan 
kemampuan usal1a, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja 
orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/kcdalaman 
kompetensi dan ke kemampuan profesi dan keahliao. 
Izin adalah surat izin yang diberikan oleh Walikota melalui Kepala Dinas 
Pekerjaan kepada orang atau badan yang memenubi persyaratan yang berlak:u 
untuk meoyelcnggarakan kegiatan jasa usaha koostruksi. 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, roenemukan dan 
mengolab data dan atau keterangan lainnya dalam rangka penugasan kepatuhan 
pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang­
w1daogan retribusi Daerah. 
Pcnyidikan Tindak Pidana di bidang Rctribusi Dacarnb adalah serw1gkaian 
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri yang selanjulnya disebut 
Penyidik, untuk mencari atau mengumpt>lkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tindak pidana di bida,, Retribusi Daerah yang terjadi serta 
meoemukan tersangka . 

BAB II 

PERIZINAN 

Pasal 2 

(I) Setiap orang a tau bad an yang akan melakukan kegiatan jasa usaha konstruksi 
dalam Daerah, barus mendapat izin dari Walikota dan diproses melalui Dinas 
Pekerjaan Umum. 

(2) Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan sebagai 
unit kerja yang melaksanakan proses penelitian administrasi dan penclitian teknis 
dalam rangka pemberian IUJK, sesuai dengan persyaratan, mekanisme dan 
prosedur tetap yang diatur dalam Peraturan ini. 

Pasal 3 

(I) Proses penyelesaian permohon IUJK sebagaimal)a dimaksud dalam Pasal 2, dapat 
diselesaikan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak t.anggal diterimanya 
permohonan yang lcngkap dan memenuhi syarat. 

(2) Permohonan yang dapat diproses adalah permohonan yang telab dilengkapi 
persyaratan sesuai dengan ketcotuan dalam Peraturan ini. 

(3) Permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan administrasi dan 
atau persyaratan teknis akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dalam 
tenggang waktu 7 (tt\iub) hari. · 

Passi 4 

(I) Tcrhadap perrnohonan yang memenubi persyaralan diminta penetapannya kepada 
Walikota yang dituangkan dalam Keputusan Walikola tentang IUJK. 

(2) Setelah ditetapkan Walikota dimaksud, Kepala Dinas Pekerjaan Umwn 
menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

(3) Apabila perizinan asli sudah ditetapkan olch Walikota, pemohon diwajibkan 
membayar retribusi, kemudian diterbitkan petikan tentang IIJJK yang ditanda 
tangani oleh Kepala Diuas Pekerjaan Umum untuk disampaikan kepada 
pemohon. 

- Erl 
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Pasal 5 

( 1) IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari Jasa Konstruksi dan Jasa 
Konsultan. 

(2) IUJK Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (I), terdiri dari : 

(3) 

a. IUJK Kualifikasi GRED I 
b. IUJK Kualifikasi GRED 2 
C. IUJK Kualifikasi GRED 3 
d. IUJK Kualifikasi GRED 4 
e. lUJK Kualifikasi GR.ED 5 
f. IUJK Kualifikasi OREO 6 
g. IUJK Kualifikasi GRED 7 

IUJK Jasa Konsultan, terdiri dari : 

a. IUJKKualifikasi GRED I ,f b. IUJK Kualifikasi GRED 2 
c. IUJK Kualifikasi GRED 3 -d. IUJK Kualilikasi GRED 4 
e. IUJK Kualifikasi GRED 5 
f IUJK Kualifikasi GRED 6 
g. lUJK Kualifikasi GRED 7 

BAB Ill 

PERSYARATAN 

Pasal 6 

Persyaratan administrasi pemberian IUJK sebagaimana dimnksud dalam Pasal 2, 
dengan melampirkan : 

I. Mengajukan surat Permohonan. 
2. Melan1pirkan tanda registrnsi badan usaha yang dikeluarkan Lembaga Jasa 

Konstruksi sesuai dengan bidangnya (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga 
(bukan surat keterangan). 

3. Melampirkan SKNSKT yang dikeluarkan Lembaga Jasa Konstruksi (bukan surat 
keterangan). 

4. Pasphoto ukuran 3 x 4 cm sebanyak I lembar. 

Pasal 7 

Terhadap Perusabaan Asing yang mengajukan pennohonan IUJK sebagaimann 
dimaksud dalwn Pasal 2, Pcrusahaan Asing tersebul harus memiliki Kantor 
Perwakilan dan berdomisili dalam Daemh. 

Pasal 8 

Penelitian terhadap permohonan IUJK secara administrnsi dilaksanakan <lleh unsur 
Bagian Tata Usaha Dinas Pekerjaan Umum dan penelitian secara teknis oleh unsur 
Sub Dina.~ Bina Marga yang hasilnya dituangkan dalam Derita Acara. 



BABIV 

MEKANlSME I>AN PROSEDUR TETAP 

Pasal 9 

(I) Mekanisme peroberian I UJ K sebagaimana dimaksud dalrun Pasal 2, adalah 
scbagai berikut : 
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I. Pemohon mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas 
Pekerjaan Umuro dengan mengisi fonnulir permohonan yang disediakan 
untuk dilengkapi dengan persyru:atan sesuai dengan kelentuan Pei:aturan ini. 

2. Pem1ohonan yang persyaratannya telah lengkap diregistrasi pada Bagian 
Tata Usaha dan selanjutnya diajukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umwn, 
kemudian dilanjulkan untuk pemeriksaan dan peueliliw, se1;11H1 teknis 
dilokasi melalui unsur Sub Dinas Bina Marga, yang hasilnya dituangkao 
dalam Be.rita Acara Pemeriksaan. /_ 

3. Pada waktu pengecekan ke lokas~-rdll telah memcnuhi persyaratan akan 
diproses Jebih lanjut, dan apabila 6~ak memenuhi persyaratan teknis akan 
dikembaJikan kepada Pemohon untuk dilengkapi Persyaratannya. 

4. Pem1ohonan yang sudah scsuai dengan ketentuan diteruskan kepada 
Walikota untuk mcndapatkan persetuj uan berupa Keputusan Walikota, 
scdangkan pennohonan yang pada waktu diadakan pemeriksaan lokasi tidak 
memenuhi persyaratan ditunda dan dikembalikan kepada pemohon untuk 
dilengkapi persyaratannya. 

5. Walikota meoetapkan Keputusan tentang lzin IUJK. 
6. Apabila IUJK telah ditetapkan Walikota, Pemohon diwajibkan membayar 

retribusi kemudian diterbitkan Pelikan IUJK-nya yang ditanda tangani oleh 
Kepala Dinas Pckerjaan Umum untk disarnpaikan kepada Pemohon. 

(2) Mekanisme dari prosedur tctap pemberian IUJK adalall sesuai dengan skema 
alur scbagaimana tcrcantum dalam Lampimn dan merupakan bagian yang tidak 
terpisah.kan dengan Pemturan ini. 

BABV 

KETENTUAN RETRIBUSI 

Pasal 10 

Setiap Pemberian lzin Usaha Jasa Konstruksi (JUJK), dikenakan retribusi berdasarkan 
Peraturan Daerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan 
Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK). 

BAHVI 

PENUTUP 

Pasal 11 

Dengan ditetapkannya Peraluran ini, maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 5 
Tahun 2006 tentang Persyaratan, MekanislJle dan Prosedur Tetap Pemberian Izin 
Usaha Jasa Kontruksi (IUJK), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 
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Pas11l 17 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini, 
dengan penempatannya dalam Berila Daerah Kota Palembang. 
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Pemohon mengajukan surat pennohonan ke 
Walikota melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum 

r dengan mangisi formulir yang telah disediakan dan 
telah dilengkapi 

ditetapkan. 

PEMOHON 

~-....... .,,,,,;;,,~,T . ,-, 
,•: 0.1N •AH '· 

~ 

··- ··•- ·••· 

dengan persyaratan yang 

Penyerahan IUJK. " 

- ''" 

f 
,,_- ndongken d i P'alembang 

• Q. P ~ ~nggtl if? AP~•L 200c} * Sl:KACTAAIAT SE RE1ARIS DAEMlt 
OAERAH K "" _,.,, . ., 

t-v . ·, ~,., 
~ .. :.':::: _ _.;..-,· 

H. Mlrwan 11a,m..,, M. SI 
IIRITA DAEIIAlt KOTA l'AlEMBANG 

TAHUN 200li NOM0~ \4 

( 
LAMPIRAN PERA TURANr ''IIALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR ' : t.ll TAHUN 2008 
TANGGAL : 2-9 .&fll-ll- 2008 
TENTANG : PERSYARATAN, MEKANISME DAN PROSEDUR TETAP 

PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJK). 

SKEMA ALUR PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (IUJKJ. 

i---

Penelltiai permohonan yang dikoordinir oleh Kepala 
Bagian Tata Usaha meliputi kelengkapan administrasi 
yang dituangkan dalam Serita Acara. 

Permohonan ya1g tidak memenuhi persyaratan 
Teknis dan Administrasi : 
• ditunda Pennohonannya 
• diberlkan perr,binaan teknis oleh Kasubdin Bina 

Marga 

Penelitian dan pemeriksaan dilapangan dilakukan 
oleh Tim Teknis Dinas PU dikoordinir oleh 

I+- KasLbdin Bina Marga meliputi bidang peralatan 
perlengkapan yang hasilnya dituangkan dalam 
SAP 

, ...... Pennchonan yang memenuhi syarat teknis dan ,,,. . 
i."adminstrasi dibuatkan : • 

1. Selanjutnya diteruskan ke Walikota untuk 
mendapat persetujuan berupa Keputusan 
Walikota . 

2. Kemudian dibuatkan Pelikan yang ditanda tangani 
oleh_.K~l~ Dinas PU. 
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